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ABSTRAK
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Kata kunci . Pencurian oleh Anak, Kriminologi, hukum
Islam

Penelitian ini mengkaji pencurian yang dilakukan oleh anak
menurut kajian kriminologi dan-hukum-lslam, dengan fokus pada studi
kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna. Tujuan utama
penelitian adalah untuk mengetahui-pertimbangan.hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan, faktor anak melakukan pencurian dalam tinjauan
kriminologi serta sudut pandang hukum Islam terhadap pencurian yang
dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna.
Pada kajian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dan
menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan menggunakan studi
kepustakaan dan penelitian lapangan untuk memperoleh informasi yang
akurat. Hasil penelitian ‘menunjukan bahwa pada perkara Nomor
5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna tentang pencurian yang dilakukan oleh anak
menunjukkan bahwa Putusan. Nomor ~5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna
menyatakan terdakwa bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan
sesuai pasal 365 berdasarkan fakta persidangan. Faktor-faktor
kriminologis yang mempengaruhi anak melakukan pencurian karena
pengaruh lingkungan sosial dan ekonomi. Dalam perkara ini menunjukan
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menyoroti terhadap anak
yang masih berstatus pelajar agar hak haknya terjamin sebagai mana di
atur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014, serta pengaturan
peradilan lebih lanjut terhadap anak dam undang-undang sistem peradilan
anak. Faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi anak melakukan
pencurian melibatkan lingkungan sosial yang terlalu menuntut, mendorong
anak untuk mencari cara yang salah untuk memenuhi kebutuhannya.
Dalam konteks hukum Islam, sanksi terhadap pencurian yang dilakukan
oleh anak bersifat rehabilitatif, mencakup bimbingan atau pengembalian
anak kepada orang tua tanpa potong tangan, sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum Islam. Penelitian ini memberikan Implikasi mencakup pendekatan
rehabilitatif dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kenakalan anak-anak dan remaja menarik dan menjadi
topik diskusi yang hangat, terutama jika dikaitkan dengan tingkat
kenakalan anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika, perkelahian
pelajar, dan tindakan kriminal yang menjurus; lebih khusus pada pencurian
yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam perspektif hukum teristimewa,
kenakalan remaja, atau delinquency, terhadap beberapa pelanggaran
hukum.

Banyak bukti di masyarakat yang menunjukkan bahwa anak
delinquency sering melakukan peralihan hak yang melanggar hukum.
Selain itu, anak-anak yang melakukan kesalahan sering melakukan
pencurian. Delik ini sering terjadi di terminal, pasar, dan lokasi yang
mungkin lainnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia berisi
Undang-Undang yang mengatur semua Kejahatan dan pelanggaran serta
hukuman yang terkait dengannya.

Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak juga mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.
Pencurian sendiri dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada
Pasal 476 “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori
V”.l
Tabel. Anak sebagai pelaku tindak pidana

No | Tahun Jumlah Kasus
1 2018 14 Kasus
2 2019 17 Kasus
3 2020 4 Kasus
4 2021 13 Kasus
5 2022 18 Kasus
6 2023 10 Kasus

Sumber: Polresta Banda Aceh

Berdasarkan data diatas dapat dilihat kasus tindak pidana yang
dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Banda Aceh tercatat pada tahun
2019 terjadi penambahan sebanyak 3 kasus, pada tahun 2020 terdapat
pengurangan kasus sebanyak 9 kasus 2021 terjadi lagi pengurangan
sebanyak 2 kasus, pada tahun 2022 kembali naik 3 kasus dari tahun
sebelumnya, dan penambahan ini berlanjut pada tahun 2023. menurut kasat
reskrim polresta banda aceh peningkatan jumlah kasus anak sebagai pelaku
atau anak berhadapan dengan hukum itu dilebabkan oleh melonggarrnya

aktivitas masyarakat sedangkan angka yang menunjukan pengurangan

! Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Pasal 476, him. 166.



kasus itu disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah
pandemi covid-19.2

Saat ini banyak anak yang menyimpang dari jalur yang
semestinya, baik dalam sikap maupun perilaku. Perbuatan tersebut telah
diputuskan oleh hakim dan mendapat kekuatan hukum dalam Putusan
Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna, anak dijatuhi hukuman 2 (dua)
bulan penjara.® Hukuman penjara selama dua bulan dalam putusan Nomor
5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna tidak selalu menjadi solusi yang paling
efektif untuk anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal. Sedangkan
pada Putusan Nomor  3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bna anak dijatuhi
hukuman pembinaan selama 6 bulan.* Dimana tindakan yang dilakukan
oleh anak ini dapat menciptakan preseden buruk dan membuat masyarakat
resah atas kemungkinan pengulangan perbuatan serupa.

Peneliti melihat penting sekali adanya pendekatan rehabilitatif
dalam penjatuhan sanksi bagi anak dengan melibatkan sistem peradilan
kerena upaya tersebut adalah bentuk dari pemulihan pelaku agar tidak
melakukan kejahatan kembali dimasa yang akan mendatang.® Hukuman
penjara selama dua bulan dalam putusan-Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN
Bna tidak selalu menjadi solusi yang paling efektif untuk anak-anak yang
terlibat dalam tindakan kriminal.

Sementara itu pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bna
anak di berikan sanksi pidana berupa pembinaan selama 6 bulan. Dalam

2 Wawancara dengan Jamil, Kasubnit II Unit PPA Polresta Kota Banda Aceh,
pada tanggal 16 Februari 2024.

8 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna.
4 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bna.

> Ahmad Nasrudin Fadli, Wiwik Afifah, Konsep Rehabilitasi Sosial Pada Anak
Konflik Hukum (Akh), Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2 No. 3
September - Desember 2022.



hal itu terlihat bahwa hakim mencoba untuk memberikan kesempatan
kepada anak tersebut untuk memperbaiki perilakunya sambil tetap
menjaga keselamatan masyarakat. Ini memunculkan pertanyaan apakah
hukuman penjara pada kasus pertama benar-benar sejalan dengan prinsip-
prinsip rehabilitasi dan pemulihan anak yang terlibat dalam kejahatan.

Meski sebagian orang menganggap menghukum anak itu buruk,
ada pula yang berpendapat bahwa menghukum anak tetap penting agar
perilaku buruknya tidak berlanjut hingga dewasa. Hakim menjatuhkan
hukuman atau sanksi atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh
anak karena tingginya angka pencurian yang dilakukan oleh anak. Meski
sebagian orang menganggap menghukum anak itu buruk, ada pula yang
berpendapat bahwa menghukum anak tetap penting agar perilaku
buruknya tidak berlanjut hingga dewasa. Hakim menjatuhkan hukuman
atau sanksi atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh karena
tingginya angka pencurian yang-dilakukan oleh anak. Dalam hal ini,
karena pemidanaan merupakan salah satu unsur hukum pidana yang
mempunyai akibat negatif bagi terpidana, maka dalam menjatuhkan pidana
kepada seorang anak, Hakim harus berhati-hati untuk menjamin bahwa
anak tersebut bertanggung jawab.°

Dalam hukum pidana Islam, kata "pencurian" berasal dari kata
Arab "as-sariqgah”, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain
secara sembunyi-sembunyi. Misalnya, istiraqgga al-sam'a (mencuri
dengar) dan musaraqat al-nazara (mencuri pandang). Menurut hukum
Islam, pencurian dibedakan menjadi dua kategori yakni pencurian ringan
dan pencurian berat. Pencurian ringan terjadi tanpa sepengetahuan atau

persetujuan pemilik harta, sedangkan pencurian berat terjadi dengan

6 Ibid.



sepengetahuan tetapi tanpa kerelelaan pemilik harta. Untuk tindak pidana
pencurian yang telah dapat dibuktikan, hukuman adalah penggantian
kerugian (dhaman) dan hukuman potong tangan pokok untuk tindak
pidana pencurian.” Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah “Laki-
laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maaidah: (38)).

Menurut hukum Islam, anak sebagai pelaku pencurian juga
memiliki penjelasan dan panduan tersendiri. Hukum Islam mengakui
bahwa anak-anak memiliki pertanggung jawaban yang berbeda dengan
orang dewasa dimana anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum
Islam tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana, seperti hukuman
hudud, gisha/diyat, atau ta'zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam
Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua memiliki
kewajiban mendidik anak-anak agar menjadi orang yang baik. Jika anak
menjadi penjahat, itu berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya
dengan baik, dan akibatnya mereka akan diberikan sanksi atas
kelalaiannya.?

Dalam hal seperti diatas Qadhi (hakim) hanya berwenang untuk
menegur kesalahan anak tersebut atau menetapkan beberapa batasan yang
akan membantu memperbaiki perilakunya dan mencegahnya membuat

masalah atau kejahatan dimasa depan. Namun hukum Islam memberikan

" Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Figih Jinayah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), him. 90.
8 Adam Sani, Rusjidi Ali Muhammad, Moh Din, Pemidanaan Anak Menurut

Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Hukum No 3 Tahun 2015,
hlm. 2-3.



penekanan pada pemahaman pendidikan, rehabilitasi dan perbaikan
perilaku anak.®

Dalam kriminologi, pencurian dikenal sebagai larceny, yaitu
mengambil harta orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-sembunyi
atau di luar sepengetahuan pemiliknya. Maksud sembunyi-sembunyi
adalah mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan atau kerelaan pemiliknya.
Jika seseorang mengambil sesuatu dari rumah ketika pemiliknya sedang
tidur, mereka tidak termasuk dalam kategori pencurian.'® Banyaknya kasus
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak umumnya disebabkan
oleh ketidakmatangan jiwa dan pengaruh yang berasal dari lingkungan
sekitarnya dan -anak-anak pada umumnya masih dalam tahap
perkembangan dan membutuhkan bimbingan serta pendidikan yang tepat
agar dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan tidak
terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum.

Pencurian yang dilakukan oleh anak sering terdengar dalam
kehidupan schari-hari. Menurut Pasal ‘1 Angka 1 Undang-undang
Perlindungan Anak, anak adalah. seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk ' anak yang masih berada dalam
kandungan.*! Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat pada Pasal 66 disebutkan ”Apabila anak yang belum mencapai
umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan

Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan

% Ibid.

10 Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, 4 Concept Stealing In Indonesia Criminal
Code And Islamic Criminal Law, Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Vol. 1(1) April 2019.

11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan
pidana anak™.'? Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak pada Pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa Pidana penjara
yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.'3

Berdasarkan kejahatan pencurian oleh anak yang disampaikan
diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah
ini dalam judul yang diangkat adalah ”Pencurian Oleh Anak Menurut
Kajian Kriminologi Dan Hukum-Islam”. Dengan tujuan untuk mengetahui,
sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus sebuah
perkara disertai penilaian atas prosedur hukum acaranya, serta faktor yang

mempengaruhi‘anak melakukan tindak pidana pencurian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kejahatan pencurian oleh anak yang disampaikan
diatas peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah
ini dengan merumuskan kedalam rumusan masalah sebagi berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh
anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak

pidana pencurian dalam tinjauan kriminologi?

12 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 66.

13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 81 Ayat (2) tentang Sistem
Peradilan Anak.



3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor

5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Bna

2. Untuk mengetahui faktor-faktor anak melakukan tindak pidana
pencurian dalam tinjauan kriminologi

3. Untuk mengetahui konsep Hukum Islam tentang tindak pidana

pencurian yang dilakukan oleh anak

D. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang
topik yang diteliti dengan merujuk pada penelitian sejenis. Hal ini
membantu memperkaya pembahasan skripsi dengan referensi yang relevan
dan memperkuat kekhasan penelitian ini sebagai sumber dari berbagai
sumber yang telah diuji sebelumnya. Dari penelusuran bahan-bahan
pustaka yang penulis lakukan belum ditemukan judul atau kajian yang
membahas tentang Pencurian Oleh Anak Menurut Kajian Kriminologi
Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN
Bna) sehingga terlebih dahulu peneliti memaparkan sebagian yang ada
dalam judul penulis antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Magfirah Mahasiswa Fakultas

Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul “Penerapan



Restorative Justice Pada Kasus Pencurian Oleh Anak Di Pengadilan Negeri
Banda Aceh” menjelaskan aspek penerapan restorative justice pada kasus
pencurian oleh anak dimana peneliti mengkaji implementasi restorative
justice dalam bentuk diversi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa
pengadilan negeri menjalankan perannya dalam menangani kasus
pencurian oleh anak telah menerapkan restorative justice dimana merujuk
pada surat edaran mahkamah agung dan Undang-undang Sistem Peradilan
Anak dengan memperhatikan perbuatan anak tersebut tidak dijatuhi
hukuman lebih dari tujuh tahun.dan tidak-mengulangi perbuatan sejenis.*

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurjannah Mahasiswa Fakultas
Dakwah Dan Komunikasi dengan judul “Penyelesaian Kasus Pencurian Yang
Dilakukan Oleh Anak Secara Hukum Adat Di Tinjau Oleh Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak” menjelaskan sebab
remaja melakukan pencurian dari sudut pandang psikologi di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Il Banda Aceh, yang bertujuan
mengetahui perilaku menyimpang remaja dan pembinaan yang dilakukan
LPKA dalam menangani atau mengatasi perilaku menyimpang anak.
Perilaku menyimpang yang dibahas dalam penelitian ini terlalu luas
diantaranya melakukan seks, -narkoba, pencurian, serta pembunuhan.
Ranah penelitian berada pada konsep bimbingan dan konseling yang
mengacu pada psikologi anak dalam melakukan perilaku menyimpang dan
tidak berpaku pada hukum.®

14 Magfirah, Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Pencurian Oleh Anak
Di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Skripsi, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2023.

15 Nurjannah, Penyebab Perilaku Menyimpang Remaja Ditinjau Dari Sudut
Pandang Psikologi Perkembangan di (LPKA) Banda Aceh. Skripsi, Fakultas Dakwah
Dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2023.
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Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yefi Amelia Husna Mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul
“Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Hukum Adat
Di Tinjau Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak.” Membahas mengenai penyelesaian kasus pencurian oleh
anak menggunakan hukum adat yang berlaku pada daerah setempat di
gampongkaju yaitu dengan ganti rugi, pencurian yang dikategirokan
menggunakan penyelesaian ini pada gampong tersebut ialah pencurian
hewan ternak, uang dan sembako. Pada. penelitian ini hanya berfokus
penyelesaian secara hukum adat dan tidak menempuh jalur hukum karena
masyarakat setempat itu tidak akan efektif bagi anak. Namun dari itu anak
tidak mendapat pembinaan sehingga memungkinkan anak untuk
melakukan kejahatan serupa atau kejahatan lainnya.'®

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dikki Kurniawan dengan judul
“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak
(Studi  Putusan  Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/Pn Kepanjen Malang)”
membahas analisis kriminologi anak membahas mengenai penyebab anak
melakukan kejahatan penganiayaan: - dari segi teori kriminologi dengan
menggunakan 3 teori diantaranya teori labeling, teori anomie dan teori
kontrol sosial objek penelitian ini berada dalam kawasan hukum
pengadilan negeri kepanjen malang. Pembahasan yang diteliti masih

bersifat umum dan berfokus pada pengutamaan diversi terhadap anak yang

16 Yevi Amelia Husna, Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Oleh
Anak Secara Hukum Adat Di Tinjau Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Anak, Skrpsi Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022.
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melakukan penganiayaan. Serta rujukan yang digunakan sudah out of date

dengan penelitian yang akan di kaji oleh penulis saat ini.’

Kelima, artikel yang ditulis oleh Rusmiati, Syahrizal dan Mohd. Din
dengan judul “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Hukum Pidana Islam”. Penelitian yang berfokus pada konsep
pencurian berdasarkan hukum pidana dan hukum Islam dimana aspek dari
konsep pencurian yang ditulis ini mengenai konsep pencurian secara
umum dengan subjek penentuan penelitian yang masih secara umum
penelitian ini membantu penulis dalam melanjutkan penelitian terkait
dengan pencurian oleh-anak dari sudut pandang hukum pidana dan hukum
Islam serta dalam analisis penulisan penelitian tersebut bertujuan agar
kejahatan pencurian dapat dilakukan ditangani secara efektif dengan
mengingat bahwa Provinsi Aceh telah menerapkan syariat Islam sehingga
kedepannya dapat membuat dan menerapkan Qanun Jinayat yang
berkaitan dengan tindak pidana pencurian seperti yang telah ditegaskan
dalam Al-Qur’an.® Penulis menjelaskan dalam penelitiannya bahwa
konsep pencurian Hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap
pelaku pencurian” dalam KUHP, tidak dapat dipertanggungjawabkan,

pencurian yang dilakukan karena terpaksa, dan kadaluwarsa atau lewat

1" Dikki Kurniawan, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kepanjen Ma
lang), https://eprints.walisongo.ac.id/skripsi_dikki kurniawan_full.pdf. Diakses pada
tanggal 15 Mei 2023.

18 Rusmiati, Syahrizal, Mohd.Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, syiah Law Jurnal Fakultas Hukum
Universitas ~ Syiah ~ Kuala, Vol. 1,No. 1, April 2019. Diakses melalui
file:///C:/Users/Asus/Downloads/Konsep Pencurian_Dalam Kitab_Undang-Undang H

ukum_P.pdf



https://eprints.walisongo.ac.id/skripsi_dikki_kurniawan_full.pdf
file:///C:/Users/Asus/Downloads/Konsep_Pencurian_Dalam_Kitab_UndangUndang_Hukum_P.pdf
file:///C:/Users/Asus/Downloads/Konsep_Pencurian_Dalam_Kitab_UndangUndang_Hukum_P.pdf
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waktu, sedangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap
pelaku pencurian dalam Hukum Pidana Islam pelaku menarik kembali
pengakuannya, terbukti bahwa dua orang saksinya itu dusta, si pelaku
mengembalikan harta yang dicuri dengan sah sebelum diajukan ke
pengadilan, adanya konsep syubhat terhadap barang yang dicuri, pencurian
pada saat perang, pencurian pada saat panceklik, dan barang yang dicuri
tidak mencapai nisab. °

Dari beberapa penelitian yang membahas atau mengkaji mengenai
anak sebagai pelaku kejahatan, terdapat beberapa penelitian yang belum
dikaji untuk itu penulis merasa perlu adanya penelitian terkait dengan
analisis pertimbangan putusan hukum dari hakim terhadap tindak pidana
pencurian oleh anak, skripsi ini akan meneliti tindak pidana pencurian
yang dilakukan oleh anak-anak studi kasus di Pengadilan Negeri Banda
Aceh terkhusus pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna.
Banyak tulisan telah ditulis tentang anak sebagai pelaku pencurian, tetapi
belum ada secara khusus membahas judul skripsi ini secara khusus. Agar
nantinya ini lebih berfokus pada subjek kajian terhadap apa yang menjadi
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak
pidana pencurian oleh anak, faktor anak melakukan kejahatan serata sudut
pandang hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan

oleh anak.

E. Penjelasan Istilah

1. Pencurian adalah tindak pidana yang dapat dihukum karena

"mengambil" barang orang lain. Namun, tidak semua mengambil

19 Ibid.
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barang orang lain adalah pencurian, karena ada orang lain yang
mengambil barang orang lain dan kemudian memberikan kembali
kepada pemiliknya. Untuk membedakan, yang dilarang bukan
hanya mengambil barang, tetapi juga memiliki niat untuk
memilikinya secara ilegal. Unsur objektif dari tindak pidana
pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain
secara melawan hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian,
yang merupakan unsur subjektif dari tindak pidana pencurian
sebagaimana diatur dalam Pasal. 467 KUHP. Namun, unsur
subjektifnya adalah memilikinya secara melawan hukum.?°
Pencurian dianggap dalam hukum Islam sebagai tindakan
yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan prinsip
keadilan dan kesetaraan Islam. Pencurian, baik itu pencurian uang,
harta benda, atau barang lainnya, adalah haram dalam hukum
Islam. Pencurian dianggap sebagai tindakan yang merusak struktur
sosial ‘dan ekonomi serta memiliki potensi untuk merusak
masyarakat secara keseluruhan. Pencurian termasuk dalam
kategori kewajiban hukum Islam 'yang harus dipatuhi oleh semua
orang Muslim.??
2. Kriminologi adalah bidang studi interdisipliner yang mempelajari
perilaku kriminal, penyebab kejahatan, sistem peradilan pidana dan
respon sosial terhadap kejahatan. Dengan tujuan untuk memahami,

menganalisis dan menjelaskan fenomena kriminal serta

20 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 476, him. 166.

2L Adam Sani, Rusjidi Ali Muhammad, Moh Din, Pemidanaan Anak Menurut
Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Hukum No 3 Tahun 2015,
hlm. 2-3.
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memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan kriminal dan
pencegahan kejahatan.??

3. Anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Pasal 1 disebutkan bahwa: “Anak adalah
seorang yang belum dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak dalam kandungan”. 23 Secara nasional definisi anak
menurut perundang-undangan di antaranya Anak adalah seorang
yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah.

4. Hukum Islam adalah Wahyu Allah. Swt, dan Sunnah Rasul yang
mengatur bagaimana berperilaku setiap orang yang menganutnya.
Al-Qur'an dan hadits adalah sumber hukum Islam, yang dapat
diperluas oleh ulama melalui ijtihad. Tujuan hukum Islam adalah
untuk mendorong orang Muslim untuk beribadah dan taat kepada
Allah Swt, mendukung keadilan dan kesetaraan, mendukung
kebaikan dan melarang kemungkaran, dan membentuk karakter

Muslim yang baik.?*

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian
Adapun pendekatan yang dilakukan skripsi ini adalah
pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum empiris adalah

pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam

22 Sahat Maruli T.Situmeang, Buku Ajar Kriminologi, (Depok,Edisi I, Pt.
Rajawali Buana Pustaka, 2021), him. 10.

23 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

24 Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books),
2016, hlm. 1.
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terkait dengan fakta sosial yang terjadi, efektivitas hukum dan
implementasi aturan hukum? E. Saefullah Wiradipradja menguraikan
bahwa, penelitian hukum empiris merupakan “penelitian hukum yang
mengkaji efektivitas dan keadaan sosial sebagai obyek kajiannya”.
Dalam penelitian hukum empiris, menekankan pada pengumpulan
data berdasarkan fakta yang terjadi disekitar, observasi. Secara umum
penelitian menggunakan pendekatan ini digunakan untuk uji
kebenaran melalui metode ilmiah. Pendekatan hukum empiris ini
bersifat eksplorator, deskriptif dan juga eksplanator. Dengan tujuan
mengetahui kecenderungan perilaku dan implementasi hukum.?6
2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang
telah dirumuskan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif
dalam penelitiannya, dimana Penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, dan
menemukan objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif cenderung
bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada proses dan makna atau
perspektif subjek. Penelitian ini tidak hanya menekankan pada sisi
kualitas entitasnya, tetapi juga pada kedalaman data yang diperoleh.
Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena
dengan sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data yang
menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang

%5 Amiruddin, Zainal Asikin, pengantar metode penelitian hukum, (Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada 2008), hlm 167.

% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University
Press,2020), hlm. 46.
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diteliti. Metode kualitatif membantu dalam memahami variasi dalam
pandangan, sikap, dan perilaku manusia.?’
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian menurut Lofland merupakan
sebuah kata atau perbuatan dan termasuk data tambahan di dalamnya
seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data sendiri terdiri dari sumber
data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.?® Dalam
hal ini peneliti hanya menggunakan sumber data primer dan sumber
data sekunder dalam penelitiannya.
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah data utama yang didapat
langsung ketika meneliti obyek kajian.?® Sumber data yang
penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor
5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna.
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder merupakan data yang dipakai sebagai
pelengkap dan pendukung data primer dalam penelitian yang
juga merupakan bahan bacaan yang berkaitan dengan judul
atau data primer.®° Dalam skripsi ini terdapat beberapa bahan

hukum sumber data sekunder yang digunakan peneliti yaitu:

2" Anwar Hidayat, Penelitian Kualitatif (Metode): Penelitian Lengkap, diakses
melalui  https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html tanggal 19
Februari 2024.

28 Husein Umar, Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta:
Raja Gravindo Persada,2004), him. 157.

2 Ibid, hlm. 31.
% Ibid, hlm. 35.



https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html
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1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti
a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak.

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak

¢) Undang-undang Nomor.1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Pidana

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
digunakan untun menjelaskan bahan hukum primer, dimana
bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya
ilmiah.®! Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan
peneliti untun menjawab data primer dan bahan hukum
primer adalah sebagai berikut:

a) Buku sistem peradilan
b) Buku hukum pidana islam
c) Skripsi dan jurnal-jurnal tentang pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan dan pencurian
oleh anak.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangat
dibutuhkan, peneliti harus mampu menggunakan teknik-teknik dalam
pengumpulan data yang akurat sesuai dengan yang dibutuhkan dan

diharapkan.

31 [bid, hlm. 35.
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1) Observasi adalah data yang diperoleh dari hasil kegiatan
mengamati langsung dan rinci tentang kegiatan, tingkah
laku,serta juga keseluruhan dalam interaksi interpersonal
dan prosesnya.

2) Wawancara merupakan bentuk yang digunakan dalam
penelitian yang melibatkan seseorang atau lebih untuk
dimintai keterangannya untuk mendapatkan informasi
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu
berdasarkan tujuan penelitian dan masalah yang di teliti.
Penulis menggunakan teknik wawancara dan studi
dokumen atau disebut juga Proses pengumpulan data
dilakukan melalui metode Individual Participant Data
(IPD) yang melibatkan pengumpulan informasi secara
langsung  dari partisipan subjek penelitian dengan
wawancara dan dokumentasi untuk mendapat pemahaman
yang lebih rinci dan spesifik. Pengumpulan data dengan
IPD memiliki beberapa keuntungan. Pertama, pendekatan
ini. memungkinkan -analisis yang lebih mendalam dan
fleksibilitas dalam mengeksplorasi hubungan antara
berbagai faktor yang ada dalam data.®? Peneliti dapat
melakukan analisis tambahan, melakukan sub kelompok
analisis, atau menggabungkan data dari beberapa studi
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

3) Analisis dokumen yang didapat dijadikan sumber antara

lain foto, artikel, buku-buku, dan data tertulis lainnya.

%2 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2010), hlm. 180.
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5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan untuk
mengelompokan data, memilah data menjadi data yang dapat dikelola,
mencari dan menemukan pola sehingga dapat mengambil kesimpulan
apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.®® Pada skripsi ini data
yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif, yang artinya data
tersebut akan di deskripsikan dalam bentuk kalimat yang tersusun
secara sistematis dan kemudian di interpretasikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang
diteliti. Bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai topik yang
diteliti, sehingga pada akhirnya mengarah pada suatu kesimpulan.
6. Pedoman Penulisan

Adpun teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada
buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas
Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun
2019.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan beberapa pembahasan yang telah di uraikan tersebut

maka penyusunan skripsi ini akan di bagi kedalam empat (4) bab yaitu:

Bab satu, pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode

penelitian, dan sistematika penjelasan.

Bab dua, berisikan landasan teori yang menjelaskan tentang

pengertian tindak pidana pencurian oleh anak tinjauan pencurian oleh anak

% Ibid, hlm. 248.
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dalam pidana islam dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan.

Bab tiga, berisikan data tindak pidana oleh anak di kota banda
aceh, analisis kaus tindak pidana pencurian oleh anak dalam putusan
Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna dan pandangan hukum islam
terhadap tindak pidana pencurian oleh anak dalam putusan Nomor
5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna

Bab empat, berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

saran atas kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian oleh anak.



BAB DUA
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK MENURUT
PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak
1. Ketentuan tindak pidana pencurian oleh anak
Perundang-undangan dan para ahli di Indonesia memiliki
pandangan yang berbeda tentang anak. Namun, pandangan yang berbeda
ini didasarkan pada maksud dan tujuan masing-masing undang-undang

dan pakar menurut undang-undang anak didefinisikan sebagai berikut:

a. Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak pengertian anak pada Pasal 1 ayat (1) yaitu anak
adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk yang masih berada dalam kandungan.3*

b. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana anak dalam
Pasal 150 KUHP diartikan sebagai anak yang belum berusia atau
mencapai 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal penuntutan pidana
terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu
perbuatan sebelum usia 18 tahun hakim dapat menentukan
dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemelihara tanpa
pidana apapun.®

c. Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) “Anak yang berkonflik
dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang

3 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

% Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.
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telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. %

Dalam hal ini ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur
dalam Pasal 476-479 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana
secara eksplisit menjelaskan “barang siapa mengambil barang sesuatu,
yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian di pidana
lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pengertian
ini berlaku untuk orang dewasa, hanya saja untuk anak diutamakan
adalah proses pembinaan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya
agar di masa yang akan mendatang tidak mengulang perbuatan serupa
ataupun yang lainnya. Mengenai unsur-unsur pencurian diatur
selanjutnya dalam Pasal 479 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan,

pencurian dengan pemberatan dalam kumpulan, usaha pencurian.®’

2. Sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak
Hukuman Pidana bagi anak yang melakukan pencurian dapat
berbeda-beda tergantung hukum pidana negara tersebut. Di Indonesia,
sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Pasal 7 ayat (1) undang-undang yang sama mengatur bahwa anak yang
melakukan tindak pidana diancam dengan pidana berdasarkan KUHP
Remaja. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, bimbingan, kerja sosial

atau perilaku anti sosial dan tidak melibatkan hukuman penjara.®

3 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

37 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Pasal 476, hlm. 167.

38 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 7 ayat.
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Anak yang melakukan tindak pidana seperti pencurian dapat
dikenakan sanksi berupa diversi atau mediasi. Penggunaan sanksi pidana
terhadap anak harus di barengi dengan upaya remedial dan punishment
yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak yang dihukum. Menurut
Pasal 82 UU SPPA, sanksinya antara lain pengembalian kepada orang
tua/wali, penyerahan kepada orang lain, perawatan di rumah sakit jiwa,
perawatan di LPKS, pendidikan formal yang diselenggarakan oleh
lembaga pemerintah/pelatihan  atau  swasta. Kewajiban  untuk
berpartisipasi dan pembatalan kualifikasi dan pemulihan akibat tindak
pidana. Substansi yangdiatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012
ini, antara lain, adalah mengenai penempatan anak yang menjalani proses
peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini
adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi
yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses
peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam
lingkungan sosial secara wajar.3®

Sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang meliputi
pidana pokok seperti pidana teguran, pembinaan di luar lembaga,
pelayanan dan pengawasan masyarakat, pelatihan vokasi, pembinaan di
dalam lembaga, dan lain-lain, terdiri dari hukuman termasuk penjara.
Sedangkan pidana tambahannya adalah penyitaan hasil tindak pidana atau

pemenuhan kewajiban adat. Hal lain yang diatur dalam UU SPPA antara

3 Analiansyah, Syarifah Rahmatillah, Perlindungan Terhadap Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum, Gender Equality, Vol. 1 No. 1, Maret 2015,
file:///C:/Users/Asus/Downloads/779-1489-1-SM.pdf diakses pada 13 Februari 2024.
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lain hak anak dalam proses pidana, hak anak saat menjalani pidana, dan

hak atas bantuan hukum. 4°

3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana
didasari oleh teori dan fakta yang terjadi di lapangan yang saling berkaitan
sehingga didapat satu alasan dan pertimbangan hakim untuk memutuskan
suatu perkara. Untuk mencapai suatu kepastian hukum ini salah satu hal
yang sangat dibutuhkan adalah penegakan hukum secara tegas melalui
kekuasaan kehakiman, dimana hakim adalah alat penegak hukum dimana
hasil akhir yang diputuskan oleh hakim menjadi acuan tercapainya suatu
kepastian hukum. Dalam masyarakat saat ini sangat banyak tuntutan
adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi keadilan dalam
masyarakat. Di sini seorang hakim merupakan penentu melalui putusan-
putusan karena pada konsepnya hakim yang menjalankan kekuasaan
hukum peradilan. 4*

Untuk mengevaluasi pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam
berbagai keputusannya, mereka akan dibagi menjadi dua kategori
diantaranya adalah pertimbangan yuridis yang berkaitan dengan perkara
seperti dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), keterangan terdakwa,
keterangan saksi dan pasal-pasal dalam peraturan pidana. Dalam
pertimbangan hakim selanjutnya adalah pertimbangan non-yuridis
termasuk dalam golongan Case Study dimana di antaranya yang termasuk

dalam pertimbangan non-yuridis adalah latar belakang perbuatan, akibat

40 Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Nomor 11 Tahun 2012.
41 Arbijoto, Kebebasan Hakim, (Jakarta, Diadit Media, 2010), hlm. 27.
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dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi
terdakwa.*

Setelah hakim membuat keputusan berdasarkan dua kategori
pertimbangan, terdakwa atau para pihak dapat yakin tentang status mereka
secara hukum. Mereka juga dapat mempersiapkan tindakan selanjutnya,
seperti melakukan upaya hukum (verzef), mengajukan banding atau kasasi,

melakukan garasi, dan sebagainya.

B. Pencurian Oleh Anak Dalam Tinjauan Kriminologi
1. Penyebab perilaku menyimpang pada anak
Dalam kriminologi perilaku menyimpang pada anak terjadi ketika
individu anak merasa tertekan oleh tuntutan sosial yang tidak dapat
dipenuhi, terdapat beberapa pandangan berbeda menurut ahli mengenai
perilaku menyimpang ini diantaranya adalah:

a. James W. Van Der Zanden mengemukakan perilaku menyimpang
adalah tindakan yang dilakukan  sejumlah besar orang dan
dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. 43

b. Sementara itu Bruce J. Cohen mengemukakan pendapat
bahwasanya perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang
tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat
atau lingkungan sosial.*

c. Pada pendapat lainnya oleh Ronald A. Hordert berpendapat

perilaku menyimpang adalah setiap tindakan yang melanggar

421 jlik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana “Teori Praktik, Teknik
Penyusunan dan Permasalahannya' (Bandung: PT Citra Bakti, 2007), hlm. 119.

4 Ciek Julyati Hisyam, Perilaku Menyimpang, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara
2018), hlm. 4.

44 Ibid.
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keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepribadian

kelompok yang akhirnya akan mendapatkan sanksi.*®

Secara umum konsep perilaku menyimpang pada anak dalam
kriminologi ini merupakan perilaku yang melanggar norma sosial yang
berlaku dalam suatu masyarakat dimana dapat menyebabkan seseorang
sebagai orang atau individu yang tidak patuh atau bahkan ada yang di jauhi
masyarakat. Moral yang menyimpang dapat menimbulkan kerusakan,
Perilaku menyimpang pada anak dapat disebabkan oleh faktor internal dan
faktor eksternal. Faktor internal sendiri berasal dari dalam diri anak seperti
anak kurang bisa mengendalikan emosinya, tingkat kepercayaan diri yang
kurang, anak terlalu tertutup sehingga untuk melampiaskan nya anak
melakukan perbuatan yang menyimpang seperti mabuk, mencuri yang
mana ini.dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan juga kerugian
pada diri anak. 4

Sedangkan faktor eksternal perilaku menyimpang pada anak itu
dipengaruhi dari luar seperti lingkungan keluarga, masyarakat, teman
sebaya dalam hal ini jika seorang anak kurang mendapatkan perhatian
keluarga, berada dalam lingkungan sosial yang sangat buruk maka mereka
akan melampiaskan nya pada teman sekitar atau karena pengaruh dari
lingkungan yang kurang baik sehingga membuat anak merasa penuh
tuntutan hidup yang harus dilakukan jadi anak melakukan perbuatan
menyimpang seperti berkelahi, mencuri untuk memenuhi tuntutan
lingkungan. Perilaku menyimpang pada anak juga dapat terjadi karena

pendidikan dalam artian anak tidak mendapat pendidikan yang maksimal

4 Ibid.

46 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2011) hlm. 21-23.
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sehingga membuat anak melakukan perbuatan atau perilaku
menyimpang.*’
2. Faktor anak melakukan tindak pidana menurut kajian teori kontrol
sosial

Pencurian merupakan tindak pidana juga sebagai bentuk perilaku
menyimpang yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor Menurut teori
kontrol sosial kriminologi, pencurian adalah salah satu jenis perilaku
menyimpang yang didefinisikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan
norma sosial masyarakat atau tindakan yang dianggap rendah, melanggar
nilai-nilai sosial, dicela, dan tidak dapat diterima masyarakat. Faktor-
faktor seperti kurangnya kontrol internal dan eksternal serta pengaruh
lingkungan dapat memengaruhi pencurian. Kurangnya kontrol internal
dapat membuat seseorang lebih impulsif dan cenderung melanggar aturan,
sedangkan kurangnya kontrol eksternal dapat meningkatkan risiko
seseorang terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti pencurian. 48

Jika dilihat kembali faktor anak melakukan tindak pidana dalam
kajian teori ‘kontrol sosial itu karena faktor internal yang berupa
kemampuan individu atau anak untuk mengendalikan diri dan mengambil
keputusan atas apa yang akan diperbuatnya. Faktor kedua yaitu kurangnya
kontrol eksternal dimana dalam faktor ini lebih mengarah pada lingkungan
sosial baik itu keluarga maupun sekolah, dalam bentuk kurangnya
pengawasan dan bimbingan dapat meningkatkan risiko anak tindak

pidana. Faktor yang ke tiga adalah berupa faktor lingkungan, pendidikan,

47 Anthon Freddy Susanto, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia
2018), him. 95.

48 Emilia Susanti, Eko Rahardjo, Hukum Dan Kriminologi, (Lampung: Aura Cv.
Anugerah Utama Rahaja, 2018), him. 73.
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media masa yang mana dampak dari kurangnya salah satu aspek membuat

anak melakukan suatu tindak pidana sebagai pelampiasan nya.*®

C. Tinjauan Pencurian oleh Anak Dalam Hukum Islam
1. Ketentuan Hukum Islam Tentang Pencurian oleh Anak
Dalam Hukum Islam salah satu tindakan yang dilarang adalah
jarimah mencuri, Pencurian asal kata dari saraga yasriqu-saragan, wa
sarigan wa sarigatan, wa sarigatan wa sirgatan, yang berarti mengambil
secara sembunyi-sembunyi atau. secara terang-terangan. Ulama
mengategorikan pencurian kepada dua macam yaitu pencurian yang
diancam dengan hukuman ta’zir dan hukuman had.>® Dalam hukum pidana
Islam, pencurian (sarigah) diatur dalam Ayat 38 Surat Al-Maidah:>!
S8 5008 0524 Gpe VIKT GLS Lay 2153 Laganil | sadadla 48,0015 (5 L2l 5

Artinya:
“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri potong
lah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang
mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan allah maha
perkasa maha bijaksana”. (Q.S Al-Maidah: 38).

Sebagian ulama fikih - mengambil pada lahirnya ayat, yakni nyata
telah mencuri maka langsung dipotongtangannya tanpa memandang
sedikit atau banyaknya pencurian. IMereka juga berpegang pada hadist:%?
Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW
bersabda, Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong
tangannya, lalu mencuri tali dan dipotong tangannya. (Muttafaq ‘alaih).

49 Sahat Maruli T.Situmeang, Buku Ajar Kriminologi, (Depok: Edisi I, Pt. Rajawali
Buana Pustaka, 2021), hlm. 23.

%0 Chairuman dan Suwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), him. 8.

1 QS. 4l-Maidah ayat 38.

52 Salim Bahreisy dan Said Bahreisy; Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, jld. 3
(Surabaya: PT Bina [lmu 1986), him. 90-91.
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Hadis "mencuri telur” tidak benar-benar melibatkan pemotongan
tangannya, melainkan memberi tahu kita betapa hina dan meruginya
mencuri. Karena itu, jika ia sudah terbiasa dengan hal-hal sepele, ia akan
berani mencuri barang yang nilainya lebih dari nisab yang harus dipotong
tangannya, atau diancam dengan barang yang nilainya lebih rendah dari
nisab sebelum ia terbiasa dan berani mencuri barang yang lebih banyak
atau mencapai nisab. Al-Khatabi dan Ibnu Qutaibah menyampaikan ini.>®

Dalam hukum Islam, penanganan terhadap pelaku anak
mengedepankan prinsip keadilan, bimbingan dan pendidikan. Anak-anak
yang melakukan tindak pidana diperlakukan berbeda dengan orang
dewasa. Berikut beberapa poin penting mengenai anak sebagai pelaku
kejahatan dalam hukum Islam, beserta beberapa hadis terkaitnya:

a. Tanggung jawab

Menurut hukum Islam, usia tanggung jawab seseorang dimulai
ketika ia mencapai pubertas atau baligh. Seseorang dianggap tidak
bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sebelum mencapai
pubertas. Akibatnya, anak-anak yang melakukan kejahatan di bawah
usia baligh biasanya tidak dihukum seperti orang dewasa.>*
b. Pembelajaran dan pembinaan

Anak-anak yang melakukan kejahatan berhak mendapatkan
pendidikan dan pelatihan daripada hukuman. Tujuannya adalah untuk
memperbaiki perilaku anak dan mencegahnya melakukan kesalahan di

kemudian hari. Keluarga, komunitas dan negara bertanggung jawab

5% Muhammad bin Ismail Ash-Sha’ani, Subulus Salam — Syarah Bulughul Maram,
alih bahasa, Ali Nur, dkk, cet. 8, jld. 3 (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 359.

54 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him.
81.
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untuk menciptakan lingkungan di mana anak-anak tumbuh dan
berkembang secara sehat.>®
c. Perlindungan dan pencegahan:

Dalam hukum Islam, pencegahan sangat penting untuk
mengatasi permasalahan anak melakukan kejahatan. Hal ini mencakup
pendidikan moral dan hukum, serta pengembangan keterampilan dan
potensi anak. Selain itu, hak-hak anak harus dilindungi, seperti hak
atas pendidikan, layanan kesehatan dan perlindungan dari pelecehan
dan kekerasan.>®

Rasulullah % bersabda:

hgzng g 0 oo a6 2 A a2y [JB 8 A e b o, e 0
e lysdaglly 29l gl oly) (B3 G O5dll (25 (E G gl 29
Uzlu L“;JL&%J\ °\j)j

Artinya: Dari Ali radhiyallahu ‘anhu Rasulullah % bersabda,
“Pena diangkat (tidak tercatat dosa) dari tiga golongan: dari orang tidur
hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi (balig), dari orang
gila hingga ia berakal.” (HR. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-
Bukhari meriwayatknnya secara mu allag).>’

Dalam kitab “Aunu al-Mabid” Syekh Muhammad Syamsu al-Haq
Azim Abadi menjelaskan arti ungkapan “shabi” (anak kecil) sebagai
berikut, bila anak itu masih dalam kandungan disebut janin. Begitu ia lahir
disebut shabi, jika habis masa susunya disebut ghulam, jika berumur tujuh
tahun disebut yafi dan jika berumur sepuluh sampai lima belas tahun

disebut hazwar. Menurut Syekh Azim Abadi seorang anak dianggap shabi

55 Ihid, hlm. 81.
5 Ihid, hlm. 83.

S Aunu al-Ma’biid syarah Sunan Abi Daud (cet. 2, Daru al-Kutub Ilmiah, Bairut,
1415 H) him. 12, jilid 48.
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jika belum mencapai baligh. Dalam hukum Islam, pelanggaran syariat
yang dilakukan oleh shabi (anak yang belum mencapai usia dewasa)
dihukum berbeda dengan yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang telah

mencapai usia dewasa). Hadits di atas adalah salah satu buktinya.>®

jika pelaku pencurian itu adalah anak kecil yang belum balig maka
hukumnya hanya satu, yaitu: ia wajib mengembalikan/ganti rugi atas harta
curiannya kepada pemiliknya/ahli warisnya. Alasannya karena pencurian
masuk dalam kategori irlaf (merampas, merusak, menghancurkan).
Hukum ini disebutkan oleh Imam lbnu al-Munzir dalam karyanya al-
Ijma’, lalu dinukil oleh Imam al-Nawawi dalam karyanya al-Majmii’

Syarhu al-Muhazab, dan Ibnu Qudamah dalam karyanya al-Mughni:>°
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Artinya: Menjadi kesepakatan para ulama bahwa pelanggaran yang
dilakukan oleh anak kecil wajib baginya (mengembalikan/ganti rugi) dari
harta-harta mereka.

Meskipun Kita berbicara tentang hukum anak mencuri, orang tua
harus diingat untuk selalu memberikan pendidikan dan teladan yang baik
kepada anak-anaknya, bahkan saat mereka masih balita. Mereka dilahirkan
suci, seperti kertas putih tanpa goresan dosa. Baik atau buruknya tindakan
mereka bergantung pada pengaruh lingkungan mereka, terutama keluarga
mereka. Orang tua akan menanamkan nilai-nilai baik dalam hidup
anaknya, sedangkan nilai-nilai buruk akan meracuni pikiran mereka

sehingga menjadi kebiasaan.

58 Ibid.

5 Al-Iima’ li Ibni al-Munzir, Cet. 1, Dar al-Muslim, al-Majmii Syarhu al-Muhazab,
Cet. Dar al-Fikr, 7/39, al-Mughni, Cet. Maktabah al-Qahirah, 3/243, him. 60.
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Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak merupakan
tanggungjawab kedua orangtua, seperti yang disebutkan dalam ayat
berikut ini Artinya : Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu,
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai
Allah terhadap apa yang diperintahnya-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS. AtTahrim:6)%

2. Sanksi Pidana Pencurian oleh Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam ada perbedaan antara hukuman hudud dan
ta'zir terkait pencurian anak. Sementara hukuman ta'zir adalah hukuman
yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan nya, hukuman
hudud adalah hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlah sanksinya,
dan hukuman pokoknya adalah potong tangan bagi mereka yang mencapai
nisab. Ta'zir digunakan sebagai hukuman untuk pendidikan atau
pengajaran, tetapi hukuman hudud dan gisas tidak diterapkan pada anak-
anak karena mereka belum mukalaf.5?

Cara penetapan sanksi pencurian oleh anak dalam hukum Islam
dan hukum positif berbeda. Dalam hukum Islam, sanksi pencurian
termasuk hukuman hudud dan ta'zir, yang telah ditentukan macam dan
jumlah sanksinya yang menjadi hak Allah SWT, dan hukuman pokoknya
adalah potong tangan bagi yang telah mencapai nisab. Sedangkan dalam
hukum positif, sanksi pencurian biasanya termasuk hukuman penjara,
denda, atau tindakan rehabilitasi, dan hukuman tersebut ditentukan
berdasarkan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara.
Penetapan sanksi pencurian oleh anak dalam hukum positif biasanya

60 QS. AtTahrim ayat 6.

61 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Isalam, (jakarta, Sinar Grafika, 2004),
hlm.&9.
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dilakukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya, sedangkan dalam
hukum Islam, penetapan sanksi pencurian telah ditentukan secara khusus
oleh Allah SWT.%2 Namun penerapan pidana terhadap anak dibawah umur
menurut hukum Islam perlu disesuaikan dengan prinsip kemanusiaan dan
perlindungan anak. Oleh karena itu, sanksi pidana terhadap pencurian
yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus dipertimbangkan secara
matang berdasarkan hukum Islam dan memperhatikan kondisi dan
keadaan anak.

Penerapan pidana terhadap anak di bawah umur menurut hukum
Islam harus disesuaikan dengan prinsip kemanusiaan dan perlindungan
anak. Artinya, sanksi pidana terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak
di bawah umur harus dipertimbangkan secara matang berdasarkan hukum
Islam dan® mempertimbangkan kondisi dan keadaan anak. Hal ini
dikarenakan hukum lIslam memberikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan
perlindungan anak, yang merujuk pada kewajiban kita untuk melindungi
hak asasi manusia, termasuk hak anak, dan menguraikan tindakan yang
harus dilakukan untuk melindungi kepentingan anak. Sanksi terhadap
pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur harus disesuaikan
dengan kondisi dan keadaan anak, seperti keadaan fisik, mental, dan
emosinya. Hal ini karena hukum Islam memberikan prinsip kesadaran dan
hikmah yang mengacu pada kewajiban kita untuk mengambil tindakan
yang sesuai dengan situasi dan keadaan.5?

Hal ini dapat mencakup pendidikan, pengembangan, dan
pengawasan yang efektif untuk membantu anak-anak memahami dan

mengikuti hukum dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu,

62 Chairuman dan Suwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta, Sinar
Grafika, 1996), him. 10.

8 Fuad M Fachrudin, Masalah Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Pedoman Ilmu
Jaya, 1991), hlm. 24.
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penerapan kejahatan terhadap anak di bawah umur menurut hukum Islam
perlu disesuaikan dengan prinsip kemanusiaan dan perlindungan anak. Hal
ini merupakan cara yang tepat untuk memastikan bahwa sanksi pidana
terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak hanya
terfokus pada sanksi yang diberikan saja, namun juga mempertimbangkan
keadaan dan keadaan anak tersebut.%4

Islam dalam satu waktu tertentu memberi keringanan dimana
Seperti yang ditunjukkan oleh hadis yang menyatakan bahwa anak tidak
berdosa hingga mencapai akil balig. Salah satu prinsip Islam adalah bahwa
seseorang tidak bertanggung jawab atas jarimah yang mereka buat sendiri,
dan mereka tidak bertanggung jawab atas jarimah orang lain. Dengan
demikian, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik
anak-anaknya dan membantu mereka menghindari hal-hal-yang dilarang
dan dapat menyebabkan kerusakan. Namun dalam hal ini anak akan tetap
dikenakan sanksi perdata atau pertanggungjawaban perdata.®®

Menurut Hukum. Islam pencurian yang dilakukan oleh anak tidak
diancam dengan potong tangan melainkan dengan ta’zir, karena anak tidak
diancam dengan hukuman. Sankst bagi anak yang melakukan pencurian
adalah hukuman tambahan atau berupa penyitaan, pembayaran ganti rugi.
Namun dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan
pencurian perlu mempertimbangkan perlindungan hak anak dan
mempertimbangkan pengurangan sanksi bagi anak pelaku pencurian

dengan tujuan anak ini tetap menjalani kehidupan seperti biasanya.®®

8 Ibid, him. 24

8 Chairuman Dan Suwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta, Sinar
Grafika, 1996), him. 10.

6 Muhammad Adnan Luthfi, Yulia Kurniaty, Basri Basri,Johny Krisnan, Studi
Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana
Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, Borobudur Law And Society Journal, Vol. 1No.
1(2022).
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BAB TIGA
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Anak di Kota Banda Aceh

1. Jumlah Anak di Kota Banda Aceh

Anak merupakan modal bangsa, harapan dan penerus masa depan
sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak sangat menentukan
keberlangsungan bangsa dan mencerminkan semangat bangsa di masa
depan. Oleh Kkarena itu, negara bertanggung jawab menjamin
kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan. berkembang secara optimal
serta menjamin tumbuh kembanganya secara normal, baik secara fisik,
mental dan rohaninya sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1979 tentang Perlindungan Anak. Berikut jumlah penduduk anak di Kota
Banda Aceh®’

Tabel. Jumlah Anak di Kota Banda Aceh 2023

Kelompok Umur Jenis Kelamin
Laki-Laki Perempuan Jumlah Total
0-4 12,900 12,484 25,384
5-9 12,229 11,692 23,921
10-14 11,910 11,503 23,413
15-19 9,241 8,835 18,076

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh

67 Yuliana Eva Riany, Siti Editha Raisa, Baiq Mardhiyanti K.D, Profil Anak Indonesia
Tahun 2023, (Kemen PPA), him. 1-2.
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Data yang di sajikan pada tabel menunjukan presentase penduduk anak
berusia 15-19 berada pada posisi presentase paling rendah di kota banda
aceh. Oleh karena itu anak perlu dilindungi dari kekerasan dan
diskriminasi agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan guna mencapai kesejahteraan. Sebagaimana tertera dalam
penyempurnaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014. Anak harus dilindungi dan diberi pembinaan guna
membentuk karakter pribadi anak yang baik dan bermanfaat bagi bangsa
dan negara. Namun anak melakukan kejahatan tak dapat dielakkan hal ini
bukan dipengaruhi oleh jumlah presentase anak yang sedikit melainkan
ada beberapa faktor lainnya diantaranya faktor lingkungan.sosial, faktor

keluarga dan faktor ekonomi.%®

2. Profil Lingkungan dan Sosial Anak di Kota Banda Aceh
Presentase lingkungan sosial kalangan anak di Kota Banda Aceh
telah banyak terpengaruh oleh pergaulan bebas,dimana diantaranya anak
sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama sudah mulai mencoba
merokok hal ini disampaikan langsung oleh Penyidik Polresta
bahwasannya banyak di temukan anak anak yang melakukan kejahatan
kerena faktor pergaulan bebas. Juga banyak anak anak di Kota Banda Aceh
yang meniru daerah luar seperti pulau jawa dan sekitarnya di mana saat ini
di pulau jawa sendiri tengah marak perang sarung dan itu juga di contoh

oleh anak anak di Kota Banda Aceh.5°

88 Ibid.

8 Wawancara penulis dengan Jamil,Kasubnit IT Unit PPA Polresta Kota Banda Aceh
Pada 1 16 Februari 2024.
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Dampak dari ini adalah banyak anak yang melakukan kekerasan
dan kejahatan dari contoh yang ditirunya misal dapat menimbulkan
tawuran dan lainnya. Baru baru ini daerah kawasan Banda Aceh juga di
hebohkan oleh kasus begal di mana pelakunya juga tidak sedikit berasal
dari golongan anak-anak dan remaja. Hal ini perlu di perhatikan lebih lagi
mengingat anak merupakan penerus bangsa dimana anak seharusnya
mendapat contoh yang baik guna melanjutkan kehidupannya dimasa yang

akan datang.”®

3. Profil Keluarga dan Angka Kemiskinan Kota Banda Aceh
Presentase kemiskinan di Kota Banda Aceh mengalami penurunan
dari 14,75 persen pada september 2022 menjadi 14,45 persen pada maret
2023. Profil ini disampaikan berkaitan dengan meningkatnya kriminalitas
anak di Kota Banda Aceh terkhusus kasus pencurian yang dilakukan oleh

anak.
Tabel 2. Presentase Kemiskinan Kota Banda Aceh

Uraian Penduduk Miskin = | Penduduk Miskin di-Banda Aceh

2021 2022 2023
Penduduk Miskin (Ribu 20,95 19,90 19,94
Jiwa)
Penduduk Miskin (%) 7,61 7,13 7,04
Garis Kemiskinan (Rp.) 698617,00 | 737016,00 | 814530,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh

Dalam wawancara penulis dengan pihak Penyidik Polresta
Kota Banda Aceh memaparkan bahwa faktor kemiskinan ini juga dapat
menjadi penyebab anak melakukan kejahatan terkhusus pada kasus

pencurian yang dilakukan oleh anak. Di mana biasanya anak yang

0 Ibid.
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berasal dari keluarga kurang mampu dan didukung oleh faktor lainnya
seperti pergaulan bebas dan faktor anak broken home dapat menjadi
alasan mengapa seorang anak melakukan kejahatan. Hal itu dilakukan
karena kebutuhan anak tidak tercukupi dengan maksimal sehingga
anak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat dan dirinya

sendiri.”?

4. Profil Pendidikan Anak di Kota Banda Aceh

Pendidikan anak di Kota Banda Aceh sudah tergolong bagus,
dimana menerapkan wajib sekolah 12 (dua belas tahun) dan setelahnya
anak dapat memilih akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi. Pendidikan di Kota Banda Aceh juga masih menerapkan kelas
tambahan-atau biasa disebut les dan ada juga yang mendapat tambahan
kelas diniyah. Pada tingkat sekolah dasar anak yang duduk di kelas 4-6
akan mendapat kelas diniyah atau_les setiap minggunya. Penerapan jam
pulang sekolah pada masing masing sekolah berbeda baik swasta maupun
sekolah negeri, ada yang menerapkan sistem sekolah 5 (lima hari) dengan
jam pulang hingga sore hari dan ada beberapa sekolah menerapkan pulang
seperti jam sekolah pada umumnya berdasarkan jenjang pendidikan
masing masing.

Table 3. Jumlah Anak Pelajar di Kota Banda Aceh TA 2023/2024

Jumlah Anak Pelajar di Kota Banda Aceh

SD SMP SMA SMK

24.300 10.899 11.206 5.276
Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemendikbud

" Ibid.
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Jumlah anak yang berstatus tengah menjalani pendidikan baik
sekolah dasar, sekolah menengah maupun perguruan tinggi negri saat ini
eksistensinya meningkat pesat dan memiliki cita-cita dan kemauan minat
belajar yang sangat tinggi, hanya saja terkadang kelemahan terdapat dari

faktor lain seperti kurangnya tenaga pengajar, metode pengajaran.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak dalam
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna
1. Duduk Perkara

a. Identitas Terdakwa
- Nama : X (Nama Disamarkan)
- Tempat Lahir : (Disamarkan)
- Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 7 Mei 2004

- Jenis Kelamin : Laki-Laki

- Kebangsaan : Indonesia

- Tempat Tinggal : (Disamarkan)
- Agama : Islam

- Pekerjaan . Pelajar

b. Kronologi kasus

Pada perkara No.5/pid.sus-anak/2022/PN Bna. Tentang
pencurian yang dilakukan oleh anak terjadi di jalan Waduk Krueng
Neng Desa Asoe Nanggroe Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kasus tersebut
terjadi pada tanggal 16 januari 2022 sekira pukul 16.30 wib atau
setidaknya pada suatu bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih
dalam tahun 2022 bertempat di jalan Waduk Krueng Neng Desa Asoe
Nanggroe Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya
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masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh
yang berwanang memeriksa dan mengadili perkaranya, ‘“yang
melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut : "

Bahwa pada waktu tersebut diatas anak X bersama saksi .... (terdakwa
dalam penuntutan terpisah) meminta bantuan kepada anak saksi (...)
dan anak saksi (....) untuk mendorong sepeda motor yang dikendarai
anak X dan saksi (....) dengan berpurapura kehabisan minyak,
kemudian anak saksi (....) dan anak saksi (....) membantu anak X dan
saksi (....) dengan cara mendorong sepeda motor anak X dan saksi
(....) dengan menopang di sepeda motor yang dikendarai anak saksi M
(....) dan anak saksi(....), kemudian anak X dan saksi (....)
mengarahkannya menuju Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda
Aceh,-dan sesampainya di Jln . Waduk Krueng Neng Desa Asoe
Nanggroe Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh saksi (....) mengambil 2
(dua) unit hanpdhone tanpa seijin pemiliknya yaitu handphone merk
Redmi Note 8 warna biru milik anak saksi (....) dan handphone merk
Samsung J7 Prime warna silver milik anak saksi (....) tersebut yang
diletakkan di kotak depan sepeda motor yang dikendarai anak saksi
(....) dan anak saksi (....) , setelah itu saksi (....) mengambil kunci
sepeda motor yang dikendarai anak saksi (....) dan membuangnya ke
arah belakang, selanjutnya anak saksi (....) dan anak saksi (....)
mengatakan BANG..BANG.HANDPHONE, namun saksi (....)
mengancam anak saksi (....) dan anak saksi (....) dengan mengatakan
Awak Kah Peu Ka Peu maen maen Kamoe Kupoh jeut (Kalian jangan

main main dengan kami, mau ku pukul?) sehingga anak saksi (....)

(2022).

2 Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna
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dan anak saksi (....) merasa ketakutan, lalu anak dan saksi (....)
melarikan diri; Akibat perbuatan anak , anak saksi (....) dan anak saksi
(....) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
73
c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Pada kasus tersebut jaksa penuntut umum mendakwakan dengan
dakwaan yaitu:
1) Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Anak
2) Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Anak.’
d. Tuntutan Jaksa Pununtut Umum
1) Menyatakan X terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman
kekerasan sebagaimana diatur dalam dakwaan primair yaitu
Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.”™
2) Menjatuhkan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa X
dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di
LPKA dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam
tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.
3) Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2000 (dua ribu rupiah).”®

€. Amar putusan

73 Ibid.
4 Ibid.
75 Ibid.
76 Ibid.
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1) Menyatakan anak X terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman
kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
dakwaan primair.

2) Menjatuhkan pidana terhadap anak X dengan pidana penjara
selama 2 (dua) bulan di LPKA

3) Memerintahkan agar terdakwa ditahan

4) Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2000 (dua ribu rupiah).”

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam wawancara penulis dengan Septia Handini, S.H., M.H.
hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada perkara Nomor 5/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Bna. Tentang pencurian yang dilakukan oleh anak hakim
menilai dalam persidangannya untuk menjatuhkan putusan terhadap anak
itu ada pertimbangan khusus salah satunya sesuai dengan fakta-fakta
selama persidangan berlangsung seperti bagaimana sikap anak atau
terdakwa selama menjalani persidangan. Fakta-fakta persidangan dapat
berupa keterangan saksi, alat bukti dan lainnya. "

Pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana
penjara  terhadap anak yang melakukan  pencurian  juga
mempertimbangkan faktor anak melakukan pencurian tersebut, hakim
menjelaskan bagaimana pertimbangan terhadap faktor anak melakukan
pencurian itu dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam

menjatuhkan putusan. Dalam wawancara penulis hakim mengatakan

7 Ibid.

8 Wawancara dengan Septia Handini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh,
Tanggal 15 Januari 2024.
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bahwa misal faktor anak melakukan pencurian karena anak tersebut lapar,
butuh uang dan anak yatim dan pada kasus lainnya faktor anak melakukan
pencurian itu untuk digunakan membeli sabu maka jelas dalam
pertimbangan hakim akan berbeda putusannya karena hal tersebut terkait
dengan faktor anak melakukan pencurian.”

Hakim mengatakan bahwa pidana penjara di atur dalam undang-
undang sistem peradilan anak namun pidana penjara tersebut berada pada
urutan terakhir artinya pidana penjara tersebut adalah ulti remedium atau
pilihan terakhir apabila pidana lainnya tidak berhasil. Hakim mengatakan
bahwa apabila faktor anak melakukan pencurian karena butuh uang, lapar,
anak yatim maka mungkin pidana penjara tersebut akan dipertimbangkan
untuk tidak diberikan pada anak tersebut.®°

Hakim menjelaskan untuk perkara pencurian oleh anak itu
menggunakan acuan atau pedoman undang-undang sistem perdilan anak
apa yang menjadi hak anak dan apa yang menjadi hak hakim, penuntut
umum dan pihak penyidik itu berdasarkan undang-undang tersebut.
Dalam wawancara hakim juga mengatakan bahwa pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan terhadap anak itu berdasarkan pertimbangan
yuridis dan non yuridis, hakim mengatakan bahwa pertimbangan yuridis
tersebut berdasarkan keterangan saksi, fakta persidangan dakwaan dari
jaksa penuntut umum keterangan terdakwa dan lainnya.8!

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No 5/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Bna. dalam pertimbangannya sesuai dengan fakta-fakta
persidangan dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana

tersebut. Dimana pertimbangan yuridis yang menjadi pertimbangan hakim

 Ibid.
80 1pid.
81 Ihid.
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terhadap perkara anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut sudah
memenuhi unsur tindak pidana pencurian. Hakim juga mengatakan adanya
laporan dari pihak BAPAS dalam perkara yang ditangani karena hal
tersebut penting dan harus selalu ada hasil laporan mengenai anak di setiap

perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan.®?

3. Analisis Penulis

Putusan pengadilan atau dikenal juga sebagai putusan hakim,
sangat penting untuk menyelesaikan kasus pidana, terutama kasus
pencurian yang dilakukan oleh anak.. Hakim harus benar-benar
mempertimbangkan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana saat
menjatuhkan putusan terhadap mereka, terlepas dari undang-undang
pengadilan ~anak dan undang-undang perlindungan . anak. Adanya
pemisahan antara sidang yang menangani kasus pidana yang dilakukan
oleh orang dewasa dan sidang yang menangani kasus yang dilakukan oleh
anak ini merupakan cara untuk menjamin kesejahteraan anak.?

Dengan kata lain  pemisahan ini sangat penting untuk
pengembangan dan perlakuan pidana. Dalam hal persidangan anak harus
didampingi oleh petugas sosial yang melakukan penyelidikan kasus anak
dalam sidang sejak adanya sangkaan atau penyidikan sampai dengan
putusan pidana nya. Laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial ini
sangat penting untuk sidang anak. Petugas Bimbingan Kemasyarakatan
dan Pengentasan Anak (BAPAS) telah melakukan case study.

Apa yang disampaikan oleh hakim dalam wawancaranya dengan
penulis bahwa laporan evaluasi anak itu sangat penting dan harus ada di

setiap persidangan hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Oleh Rusli

82 Ibid.
8 Ibid.
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Muhammad dalam buku Hukum Pidana Kontemporer bahwa case Study
ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan anak di
kemudian hari karena membuat keputusan tentang masalah anak lebih
mudah dengan melihat kondisi anak secara langsung. Meskipun studi
kasus ini tidak mengikat Hakim, itu memberi mereka panduan untuk
memutuskan perkara pidana anak di muka sidang pengadilan. Hakim di
peradilan anak harus memprioritaskan bimbingan edukatif dan tindakan
hukum, sehingga pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-
anak yang melakukan tindak pidanaharus mendapat perhatian khusus.®*
Case study ini dapat membantu menentukan hukuman yang paling
cocok untuk anak. Situasi atau kondisi anak yang digambarkan dalam case
study adalah sebagai berikut:
1. Masalah atau keadaan sosialnya
2. Kepribadian anak
3. Latar belakang keseharian nya
Untuk mengevaluasi pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam
berbagai keputusannya, mereka akan dibagi menjadi dua kategori:
1) Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan hakim yang di golongkan atau termasuk dalam
pertimbangan yuridis di antaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum
(JPU), keterangan terdakwa, keterangan para saksi, barang bukti, Pasal-
pasal ini pertama kali muncul dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum,
yang ditulis sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar terdakwa,
penjelasan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hakim bahwa
dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terdapat

pertimbangan dalam hal yuridis.

8 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2007), hlm. 119.
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2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan di luar aspek
yuridis yang termasuk dalam golongan case study dimana di antaranya
yang termasuk dalam pertimbangan non-yuridis adalah latar belakang
perbuatan, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, keadaan
sosial dan ekonomi terdakwa. Dalam pertimbangan ini hakim juga
mengatakan dalam wawancaranya dengan penulis bahwa pertimbangan
lainnya selain pertimbangan yuridis dalam hal hakim mengambil
keputusan untuk menjatuhkan® pidana terhadap terdakwa adalah
pertimbangan non yuridis.®

Pada dasarnya pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan
putusan terhadap suatu kasus itu berdasarkan fakta-fakta persidangan atau
berdasarkan pertimbangan pada kasus dan juga berdasarkan case study
yang dilaksanakan olek pihak BAPAS, dimana acuan atau evaluasi ini
menjadi pertimbangan hakim walaupun evaluasi tersebut tidak terlibat
hukum atau tidak terlalu utama, juga saran atau rekomendasi dari pihak
BAPAS terhadap putusan apa yang seharusnya diterima terutama untuk
kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.’® Rekomendasi
tersebut berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap sosial terdakwa
juga latar belakang pendidikan anak menjadi pertimbangan hakim dalam
memutuskan suatu putusan hukum terhadap suatu kasus terkhusus kasus
pencurian oleh anak dimana untuk kasus ini harus benar-benar
dipertimbangkan secara teliti, karena tidak hanya memberikan jera kepada
anak tetapi juga memberikan bimbingan serta merubah anak menjadi lebih

baik serta dapat diterima kembali di masyarakat.

8 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2007), hlm. 119.

8 Wawancara dengan Septia Handini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh,
Tanggal 15 Januari 2024
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Dalam hal ini perlu dilakukan pencegahan dan mengurangi tindak
pidana yang dilakukan oleh anak terkhusus pada tindak pidana pencurian
yang dilakukan ole anak. Hal ini juga tidak terlepas dari peranan hakim
sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertugas mengadili
tersangka atau terdakwa. Namun bukan berarti hakim bebas menentukan
sanksi pidana secara mutlak namun juga harus melihat hasil pemeriksaan
selama persidangan anak serta faktor-faktor apa saja yang meliputi anak
melakukan perbuatan tersebut.

Dalam pengambilan keputusan ini harus menggambarkan apa yang
didapat dimana ini menjadi dasar untuk memanusiakan kembali anak
tersebut agar diharapkan kedepannya tidak melakukan tindak pidana
serupa maupun tindak pidana lainnya yang merugikan anak itu sendiri dan
masyarakat banyak. Menurut Septia Handini S.H,.M.H. dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa harus
didasarkan kepada asas keseimbangan kesalahan dan perbuatan melawan
hukum. Dalam putusan hakim harus menyebutkan alasan bahwa sanksi
pidana yang dijatuhkan sesuai dengan fakta-fakta persidangan.®’

Pada perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna terdapat
kurangnya pertimbangan hakim dalam hal non-yuridis yaitu pertimbangan
terhadap case studi anak yang melakukan pencurian tersebut, keadaan
sosial anak yang mana masih dalam status pelajar juga selama proses
persidangan terdakwa menjalankan proses dengan baik dan sopan. Juga
terdakwa mengakui kesalahannya terdesak melakukan hal tersebut karena
membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya,sebagaimana dalam
wawancara  dengan hakim pengadilan negeri banda aceh yang
menyebutkan bahwa dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan juga melibatkan unsur non-yuridis. Terdakwa juga berjanji tidak

87 Ibid.
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mengulangi lagi perbuatannya, sebagaimana yang dikatakan oleh hakim
Septia Handini. S.H,.M.H, bahwa pidana penjara merupakan tingkat akhir
yang diputuskan terhadap anak dan lebih diutamakan pembinaan agar anak
dapat melanjutkan hidupnya juga menjalani proses bimbingan untuk
merubahnya agar tidak melakukan perbuatan serupa atau kejahatan
lainnya. 88

Mengingat pada kasus pencurian oleh anak di tahun 2023 terdakwa
dijatuhi hukuman pembinaan selama enam bulan ini artinya ada
pertimbangan rehabilitatif dari hakim terhadap terdakwa agar dapat
melanjutkan kehidupannya dan dapat berubah menjadi lebih baik lagi.
Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Anak ini adalah pengaturan secara tegas
yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses
peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam
lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam
bagian Penjelasan Umum UU SPPA.%

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak Pasal 32 Ayat (1) mengatakan bahwa penahanan terhadap
anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari
orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri,
tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan
mengulangi tindak pidana.®® Dalam pasal tersebut mengupayakan jalan

terbaik untuk anak guna menjamin stigma yang akan didapat oleh anak.

88 Ibid.
8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

% Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 32
Ayat (1).
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Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak Pasal 70 mengatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan
pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang
terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak
menjatuhkan ~ pidana  atau  mengenakan  tindakan  dengan
mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Namun dalam kasus
perkara No 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna hakim mempertimbangkan
fakta-fakta persidangan dengan mengabaikan hal atau sebab anak
melakukan kejahatan tersebut, dimana anak dapat diupayakn dilakukan
pembinaan untuk membuat anak jauh lebih baik dan tidak melakukan
pengulangan kejahatan serupa maupun kejahatan yang lainnya.®*

Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa kepentingan anak harus
menjadi prioritas dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak.
Penjara bukanlah lingkungan yang tepat bagi pertumbuhan dan
perkembangan anak. Dengan tujuan memperbaiki perilaku anak agar dapat
kembali pada masyarakat yang aktif dan produktif serta dalam
pertimbangan hukum harus memastikan anak mendapatkan pelayanan

sesuai dengan yang diatur untuk anak dan kebutuhannya.

C. Faktor Anak Melakukan Pencurian Dalam Tinjauan Kriminologi
Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak ini terdapat alasan
atau faktor-faktor anak melakukan pencurian secara umum yaitu ada dua
faktor diantaranya faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, dimana faktor
intrinsik ini melibatkan didalamnya unsur kecerdasan, usia, kelamin, posisi
anak dalam hubungan keluarga. Dan dalam faktor ekstrinsik pula melibatkan

unsur keluarga, pendidikan, dan pergaulan anak.®?

1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 70.

92 devi Handayani, Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Pencurian Di Wilayah
Hukum Kabuaten Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi, E-Journal Gloria Yuris Prodi
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Menurut teori kontrol sosial, kejahatan terjadi ketika masyarakat tidak
dapat beradaptasi Ketika kontrol sosial tersebut tidak berfungsi atau melemah
akan terjadi penyimpangan/pelanggaran hukum. Teori kontrol sosial
menyatakan bahwa orang termotivasi untuk menyesuaikan diri dengan kontrol
sosial, tetapi belum tentu demikian motivasi khusus untuk melanggar hukum
secara alami ada dalam kontrol sosial, motivasi tipe ini tidak serta merta
mengacu pada kecenderungan bawaan untuk melakukan kejahatan dan tidak
ada variasi individu dalam motivasi melakukan kejahatan, dorongan untuk
melakukan kejahatan. Kejahatan didistribusikan secara seragam atau merata
di masyarakat. Karena motivasi seragam untuk melakukan kejahatan seperti
itu, kita semua melanggar aturan-aturan hanya demi kebutuhan sosial yang
sangat tinggi menyebabkan kontrol sosial ini tidak lagi berjalan sebagaimana
mestinya padadiri seseorang sehingga anak dengan mudah melakukan tindak
pidana atau suatu kejahatan.®

Dalam teori kontrol sosial, Lingkungan Keluarga atau Kondisi
keluarga yang tidak stabil, minimnya pengawasan orang tua, atau Kekerasan
dalam rumah tangga dapat memberikan contoh negatif bagi anak-anak dan
memberikan semangat kepada mereka perilaku agresif Kelompok sebaya
partisipasi dalam kelompok teman sebaya yang terlibat dalam perilaku
kriminal atau anti-sosial dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindakan

serupa demi kepentingannya memperoleh persetujuan atau status.®*

1lmu Hukum UNTAN Vol. 2, No. 3, (2014): 64, https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/arti
cle/view/5797.

% Chazawi Adami, Kejahatan  Terhadap  Harta  Benda, n.d.,

https://books.google.co.id/books?id=YwWZMEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=PVOM-
ea_hz&dq= Adami Chazawi%2C Kejahatan Terhadap Harta Benda%2C Bayu Media%2C
Malang%?2C hal 5. &lr&hl=id&pg=PA2#v=onepage&q&f=false. Diakses pada 8 Maret 2024.

% Baharuddin Badaru and Sutiawati Sutiawati, “Kajian Kriminologi Terhadap
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak,” AL-MANHAJ:
Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (September 19, 2023): 1647-62,
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3588. diakses pada 8 Maret 2024.
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Adapun penyebab anak melakukan pencurian berdasarkan pendekatan
teori kontrol sosial ittu karena anak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari
keluarga, pendidikan maupun pengaruh pergaulan atau kelompok yang lebih
unggul darinya. Selain itu teori kontrol sosial ini juga mengatakan bahwa
orang atau anak yang melakukan kejahatan terutama pencurian itu karena anak
tersebut mengabaikan unsur unsur yang ada didalamnya seperti attachment,
commitment, involvement, beliefs.

Pada kasus yang diteliti oleh penulis dalam perkara No 5/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Bna ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan
pencurian dimana faktor yang dijelaskan oleh pihak penyidik polresta kta
banda aceh ini tidak sepenuhnya sesual dengan apa yang dipaparkan dalam
teori berikut merupakan faktor anak melakukan pencurian:

1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi
merupakan faktor utama yang memotivasi pelaku melakukan suatu tindak
pidana. Karena semua orang butuh banyak uang, ada sebagian yang
merasa tidak punya cukup. uang.. Kehidupan masyarakat sangat
dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Keadaan lingkungan masyarakat,
mereka memisahkan kelas ekonomi menjadi kelas menengah ke bawah
dan kelas menengah atas, yang juga dikenal sebagai kaya dan miskin.
Dalam hal ini pencurian yang dimaksud dengan pencurian adalah
pencurian barang milik orang lain. Pencurian dilakukan dengan tujuan
memperoleh barang curian untuk memenuhi kebutuhan finansial.%

Dalam kasus pencurian oleh anak pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Bna terdapat alasan anak melakukan pencurian yaitu

karena pada saat itu anak membutuhkan uang hal ini sejalan dengan faktor

% Wawancara dengan Jamil, Kasubnit II Unit PPA Polresta Kota Banda Aceh,
Tanggal 16 Februari 2024.
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penyebab anak melakukan pencurian dalam kriminologi salah satunya
adalah faktor ekonomi dimana faktor ini timbul apabila kebutuhan
seseorang meningkat dan berada pada kawasan yang tergolong royal.

2) Faktor lingkungan dan sosial

Baik buruknya tingkah laku seseorang dapat dilihat berdasarkan
lingkungannya, tempat tinggalnya, pergaulannya, dan latar belakang
keluarganya. Sebab lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang besar
terhadap kepribadian dan perilaku seseorang dan ketika seseorang berada
dalam lingkungan yang buruk kemungkinan besar dia akan terpengaruh
dan jika sebaliknya maka kemungkinan besar dia akan berperilaku baik.
Apakah keluarganya menjadi contoh yang baik atau sebaliknya selain itu,
pengaruh sosial, termasuk teman yang dipilihnya, bisa memberikan
pengaruh.-negatif atau positif.®® Oleh karena itu, seseorang harus
mempunyai kemampuan dalam memilih dan memperhatikan sifat, watak,
dan kepribadian seseorang. Selain itu, lingkungan seseorang juga dapat
mempengaruhi perilakunya. Jika seseorang berada di lingkungan yang
dipenuhi orang-orang yang berpeluang besar melakukan kejahatan, maka
besar kemungkinannya untuk mencoba melakukan kejahatan dan
sebaliknya.

Pada kasus pencurian oleh anak yang diteliti oleh peneliti unsur
faktor lingkungan yang termasuk dalam kategori ini adalah lingkungan
pertemanan anak yang sudah terlalu luas juga dikarenakan masa transisi
remaja membuat anak ingin mencoba melakukan sesuatu atas dasar
kebutuhan.®” Berdasarkan informasi yang didapat dari putusan bahwa anak

melakukan pencurian secara sadar dan sengaja juga telah memenuhi unsur

9 Ibid.

% Wawancara dengan Septia Handini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh,
Tanggal 15 Januari 2024.
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sebagaimana dijelaskan pada pertimbangan hakim. Dan selain unsur
tersebut pengaruh faktor ekonomilah yang menjadi pendukung kuat dalam

kasus ini anak melakukan pencurian.®®

D. Sudut Pandang Hukum Islam Terhadap Pencurian Yang Dilakukan
Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna

Menurut hukum Islam, anak merupakan “Amanah” yang wajib diasuh
oleh kedua orang tuanya. Selain itu, menjadi tanggung jawab orang tua untuk
mendidik anak agar berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Dalam situasi
tertentu, Islam tetap memberikan keringanan jika terjadi pelanggaran pada
perilaku seorang anak. Sebagaimana terlihat dari hadis yang menyebutkan
bahwa anak tidak berdosa sampai ia mencapai baligh. Salah satu prinsip Islam
adalah seseorang tidak bertanggung jawab atas jarimah yang diciptakannya
sendiri, dan tidak bertanggung jawab atas jarimah orang lain. Oleh karena itu
orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendidik anaknya
dan mencegahnya melakukan hal-hal yang dilarang dan dapat menimbulkan
kerugian.

Dalam hukum pidana Islam, pencurian (sarigah) diatur dalam Ayat 38
Surat Al-Maidah:®°

2 < 3z
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Artinya:
“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri potong lah
tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka
lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan allah maha perkasa
maha bijaksana”. (Q.S Al-Maidah: 38)

% Jbid.
9 QS. Al-Maidah ayat 38.
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Dalam syariat islam terdapat sebuah lembaga yanng bernama tahkim
sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4): 35 yang artinya dan jika kamu
khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru
damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan
jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya
allah memberikan taufik. Allah maha mengetahui maha teliti.® Firman allah
lainnya dijelaskan dalam Q.S An-Nahl (16): 90 yang artinya “sesungguhnya
Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan
kepada kerabat dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran
dan permusuhaan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat
mengambil pelajaran.tot

Dalam ayat ini, keadilan tidak hanya berlaku pada persidangan hal
ini juga berlaku dalam perkara mediasi yang memerlukan ijtihad, hakam dan
hakamain. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa “tahkim”
adalah tentang “menjadi hakim” dan “pengambilan keputusan (musyawarah).
Oleh karena itu, hakam atau muhakam adalah orang yang diberi amanah untuk
mengambil keputusan, dan tahkim adalah orang yang memberinya hukum.
Syariat Islam membolehkan muhakam mengambil keputusan yang sah. Dalam
praktiknya, para sahabat Nabi pernah melakukan tahkim.0?

Dalam kasus pencurian oleh anak yang diputus oleh hakim pada
putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna jalan yang ditempuh adalah
persidangan yang artinya seorang hakim dalam hukum Islam membolehkan
mengambil keputusan untuk suatu penyelesaian permasalahan dalam hukum
Islam pencurian yang dilakukan oleh anak memang tidak dikenakan sanksi

namun kembali lagi bahwa hukum Islam menyerahkan kembali proses

190 Q.S An-Nisa ayat 35.
101 Q.S An-Nahl ayat 90.

192 Muhammad Hasby Ashshiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang:
PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 81.
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penyelesaiaan pada seorang hakim yang paham dibidangnya untuk
menyelesaikan suatu permasalahan tersebut dan keputusan yang dipilih oleh
seorang hakim tersebut sah dan atas asas keadilan demi membimbing dan
membina anak menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan bermasyarakat
kedepannya.

Anak-anak yang belum berusia dewasa dalam perkara Nomor
5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna baru berusia 17 tahun usia ini adalah proses
menuju pendewasaan dan anak masih berstatus pelajar dimana anak pada usia
ini hanya dikenakan ta 'dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran
yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Dalam hukum Islam di
ada pembatasan mengenai sanksi kedisiplinan terhadap anak dan diserahkan
kembali pada pihak berwenang (pemerintah). Namun ada beberapa ahli fikih
menjelaskan bahwa sanksi teguran atau pukulan itu juga bagian dari sanksi
kedisiplinan atau za 'dibi dan penerapan pidana terhadap anak yang dibawah
umur menurut hukum Islam di Indonesia harus mengedepankan restoratif
justice, memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak yang melakukan tindak

pidana.103

103 Chairuman dan Suwardi K.Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta, Sinar
Grafika), hlm. 12.
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BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini merupakan bab penutup dalam serangkaian Skripsi

sehingga penulis akan memaparkan kesimpulan yang berkaitan dengan

pembahasan bab diatas.

1)

2)

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara
terhadap anak pada perkara 5/pid.sus-anak/2022/PN Bna yaitu majelis
hakim mengamati fakta-fakta persidangan juga keterangan saksi yang
diajukan penuntut umum, tetapi mengenai pertimbangan non-yuridis
dan alasan anak melakukan pencurian karena keadaan terdesak dan
sangat membutuhkan uang pada saat itu untuk kebutuhannya sehari-
hari tidak terlihat hakim menggunakan pertimbangan non-yuridis
terlebih hasil evaluasi dari pihak BAPAS. Demikian juga terdakwa telah
mengakui perbuatan nya dan merasa menyesal atas apa yang telah
dilakukannya. Terdakwa juga belum pernah di pidana sebelumnya di
mana itu merupakan alasan meringankan hukuman terdakwa.

Faktor anak melakukan pencurian dalam kriminologi berdasarkan teori
kontrol sosial itu karena pengaruh lingkungan dimana kurangnya
pengaruh kontrol sosial terhadap anak sehingga anak melakukan
perbuatan kejahatan salah satu unsur yang masuk kedalamnya adalah
unsur ekonomi dimana anak melakukan kejahatan itu karena kebutuhan
yang besar sedangkan kondisi ekonomi dirinya dan keluarga berada
pada posisi yang kurang, selanjutnya unsur lingkungan dan sosial
dimana dalam unsur ini dimaksudkan anak melakukan kejahatan karena
pengaruh lingkungan yang buruk atau pengaruh pergaulan pertemanan

yang kurang bagus sehingga anak dimasa proses menuju pendewasaan
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mencari jati diri dapat melakukan kejahatan yang seharusnya tidak

dilakukan olehnya.

a) Faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dalam kasus
perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna adalah faktor
ekonomi dimana anak mencuri karena terdesak dalam kondisi
membutuhkan uang. Faktor lingkungan dan sosial, baik buruknya
tingkah laku seseorang dapat dilihat berdasarkan lingkungannya,
tempat tinggalnya, pergaulannya, dan latar belakang keluarganya.
Sebab lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang besar terhadap
kepribadian dan perilaku seseorang, faktor lingkungan yang
termasuk dalam perkara Nomor 5/Pid:Sus-Anak/2022/PN Bna
adalah lingkungan pertemanan anak yang sudah terlalu luas juga
dikarenakan masa transisi remaja membuat anak ingin mencoba
melakukan sesuatu atas dasar kebutuhan.

b) Dalam teori kontrol sosial, Lingkungan Keluarga atau Kondisi
keluarga yang tidak stabil, minimnya pengawasan orang tua, atau
Kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan contoh negatif
bagi anak-anak dan memberikan semangat kepada mereka perilaku
agresif Kelompok sebaya partisipasi dalam kelompok teman sebaya
yang terlibat dalam perilaku kriminal atau anti-sosial dapat
mempengaruhi anak untuk melakukan tindakan serupa demi
kepentingannya memperoleh persetujuan atau status. Selain itu teori
kontrol sosial ini juga mengatakan bahwa orang atau anak yang
melakukan kejahatan terutama pencurian itu karena anak tersebut
mengabaikan unsur unsur yang ada didalamnya seperti attachment,
commitment, involvement, beliefs.

3. Dalam hukum Islam pemidanaan terhadap anak adalah berupa

pengembalian terhadap orang tua/wali dimana dalam hukum islam
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melihat anak merupakan tanggung jawab orang tua dan apabila anak
melakukan kejahatan itu karena adanya kurang perhatian dari orang
tua sehingga anak di berikan kembali pada orang tua untuk di berikan
ajaran agar kedepannya tidak melakukan kembali kejahatan serupa
ataupun kejahatan yang lainnya. Dalam hukum islam juga tidak
membatasi hukuman terhadap anak hanya saja pemberian sanksi anak
harus mempertimbangkan restoratif justice, memberikan pengajaran
dan pengarahan kepada anak. Serta tidak mengutamakan hukuman

dalam memidanakan anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditulis oleh penulis terdapat saran yang
dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan,
Penulis berharap hakim dapat mempertimbangkan konsep rehabilitatif
terhadap anak sebagaimana konsep dalam Undang-undang Sistem Peradilan
Anak dan Konvensi Hak Anak juga mempertimbangkan alasan anak
melakukan tindak pidana pencurian juga mempertimbangkan hasil observasi
yang telah dilakukan oleh pihak BAPAS dimana mereka melakukan observasi
pada lingkungan sosial anak. Sehingga hasil evaluasi ini dapat memberikan
pertimbangan rekomendasi pada pengadilan agar dapat menjadi pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan kejahatan
terutama pada pidana pencurian, mengingat pidana penjara merupakan tingkat
akhir yang dapat di berikan kepada anak, juga mempertimbangkan dampak
sosial terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara yang memungkinkan anak
mendapat label baru atas hukumannya yang mana dampak ini nantinya akan
berpengaruh kepada kejiwaan anak dan memungkinkan anak melakukan

kejahatan kembali.
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